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Dalam kondisi perekonomian yang belum pulih dari krisis padatahun 1997, serta situasi politik yang masih
tak menentu, Pemerintah mengambil langkah kebijakan yang kurang populer di masyarakat yaitu menaikkan
harga jual BBM rata-rata 12% dalam bulan Oktober 2000. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban
subsidi BBM dalam APBN tahun 2000, yang semula dianggarkan sebesar Rp. 22,5 trilyun (diperkirakan
akan membengkak menjadi Rp. 43,5 trilyun), jumlah ini sangat besar bila dihubungkan dengan defisit
anggaran tahun 1999/2000 sebesar Rp. 44,1 trilyun. Dengan kenaikan harga BBM tersebut diperhitungkan
dapat menurunkan subsidi BBM sebesar Rp. 800 milyar, dan selanjutnya penghematan subsidi ini
dikembalikan ke masyarakat sebagai kompensasi. Di sini Pemerintah menghadapi situasi yang dilematis, di
satu sisi subsidi BBM harus diupayakan dihapus karena sangat membebani keuangan negara (APBN), di
lain pihak keadaan sosial ekonomi masyarakat masih dalam keadaan yang memprihatinkan, sehingga
sebagian masyarakat cenderung bereaksi menolak kebijakan tersebut.
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Kondis yang diuraikan tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini, yang dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui seberapa jauh dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM dan kompensasi tersebut
terhadap distribusi pendapatan rumah tangga masyarakat, dengan menggunakan peralatan analisa Sistem
Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 1999. Untuk keperluan ini SNSE tahun 1999 perlu dimodifikasi
dengan memunculkan Pengilangan Minyak Bumi sebagai sub sektor tersendiri, tidak lagi tergabung dalam
sub sektor pertambangan lainnya.

<br />

Dari SNSE yang telah dimodifikas tersebut kemudian dapat diketahui angka-angka pengganda, yang
menggambarkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap distribusi pendapatan rumah tangga, dalam bentuk
dampak global/keseluruhan, transfer, open loop maupun close loop.
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Hasil analisis menunjukkan beberapa hal berikut :

<br />

1. Dilihat dari segi kebijakan, penurunan subsidi BBM selamaini hanya ditempuh melalui intervensi
terhadap harga BBM, sedangkan variabel lain yang cukup dominan dalam menentukan besarnya subsidi
BBM, yaitu volume konsumsi BBM dan biaya pengadaan BBM belum pernah dijadikan alternatif
pemecahan.
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2. Angka-angka pengganda pada kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa:

<br />

- Secara keseluruhan kenaikan harga BBM tersebut menurunkan pendapatan rumah tangga sebesar Rp.
20.839,33 milyar (2,65%), dengan dampak terbesar diatami oleh rumah tangga Golongan Atas dan
Golongan Rendah di perkotaan, yaitu dua kelompok rumah tangga yang mendominasi penggunaan BBM
sebanyak 43,69% dari konsumsi BBM nasional, dengan meliputi penduduk sebanyak 23,50% dari penduduk
Indonesia.
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- Secaratransfer, kenaikan harga BBM belum menimbulkan dampak pada sektor-sektor pendapatan.
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Secara open loop, kenaikan harga BBM menurunkan pendapatan rumah tangga pada sektor neraca institus
sebesar 0,74%, dengan dampak terbesar dialami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di
perkotaan.

<br />

- Secara close loop kenaikan harga BBM menurunkan pendapatan sektorsektor pada neraca produksi
sebesar 1,91%, dengan dampak terbesar dialami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di
perkotaan.
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3. Angka Pengganda pada kompensasi sebesar Rp. 800 milyar.
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Secara keseluruhan, kompensas Pemerintah tersebut menaikkan seluruh pendapatan rumah tangga sebesar
Rp. 1.624,90 milyar atau 0,21% dari pendapatan rumah tangga semula. Kenaikan pendapatan ini terdiri dari
kenaikan secaratransfer sebesar Rp. 0,95 milyar (0%), secara open loop Rp. 375, 28 milyar (0,05%) dan
secara close loop sebesar Rp. 1.048,67 milyar atau 0,13% dari pendapatan semula.
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4. Dari penurunan pendapatan dan kenaikan pendapatan pada butir 2 dan 3 tersebut di atas diperoleh dampak
netto berupa penurunan pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 19.214,43 milyar atau 2,44% dari total
pendapatan semula.
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5. Kenalkan harga BBM dan pemberian kompensasi dari Pemerintah ternyata membawa dampak perbaikan
pada kesenjangan pendapatan rumah tangga. Kalau sebelumnya, perbandingan rata-rata pendapatan
perkapita dari masingmasing golongan rumah tangga yang terendah dengan tertinggi adalah 1:5,766, maka
dengan adanya kebijakan tersebut perbandingan ini menjadi 1:5,442. Dari dataini terlihat bahwa penurunan
subsidi memperbaiki kesenjangan pendapatan rumah tangga, sehingga secara umum dapat disimpulkan
bahwa subsidi BBM sebaiknya dihapuskan dan BBM diperjualbelikan dengan harga pasar.
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Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa secara prinsip subsidi BBM perlu
dihapuskan karena memperbaiki kesenjangan distribusi pendapatan rumah tangga. Namun mengingat rumah



tangga masyarakat kita masih menghadapi permasalahan perekonomian, yang diindikasikan oleh tabungan
masyarakat yang negatif di tahun 1999, maka pada kelompok rumah tangga masyarakat tertentu, yakni yang
kurang mampu, masih perlu diberikan subsidi BBM secaralangsung. Untuk itu perlu dilakukan penelitian

lebih [anjut guna menentukan target subsidi dimaksud beserta mekanisme pemberian subsidi yang seefektif
mungkin.
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